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TENTANCG

PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA BESAR MAHASISWA

Menimbang

Mengingat

-1

UNIVERSITAS ISLAM MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

bahwa untuk kelangsungan dan kelanjutan Organisas: Kemahasizwaan
Universitas Islam Madura, maka perlu disclenggarakan Pemilihan
Limum Rava,

bahwa Pemilihan Umum Raya merupakan sarana untuk mewujudkan
demokrasi mahasiswa dalam rangka keikutsertaan mahasiswa dalam
penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan;

bahwa untuk mewwjudkan demokrasi mahasiswa, maka perlu menata
kembali penyelenggaraun pemilihan Umum Rava vang selanmjutnyva
disebut Pemilu Raya secara demokratis, jujur dan adil,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Rektor
Umiversitas Islam Madura tentang Pemilihan Umum Rava Keluarga
Besar Mahasiswa Universitas [slam Madura,

. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional {Lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2003 nomor 78,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4301),

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tmgg

iLecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 MNomor 158,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5336);

. Peraturan Pemenntah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolann Perguruan Tingg (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negarn Nomor 5500);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

lentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Yayasan Universitas Islam Madura Nomor 2 Tahun 2020

tentang Statuia Universitas Islam Madura;

Peraturan Rekior Universitas lslam Madura Nomor 6 Tahun 2020
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK ) Universitas Islam
Madura.

MEMUTUSKAN
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Menetapkan @ PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS [ISLAM  MADURA

NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA
KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
MADURA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini vang dimaksud dengan:

16

I

12.

i3
14

Pemilihan Umum Raya Keluarga Besar Mahasiswa Umiversitas [slam Madura yang
selanjutnya disebut dengan Pemmlu Rava KBM UIM adalah proses permilihan
pimpinan tertinggl organisasi kemahasiswaan di lingkungan Keluarga DBesar
Mahasiswa Universitas [slam Madura (KBM UIM),

Diewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjumya disebut DPM-L] adalah
lembaga legislatif mahasiswa ditingkat Universitas.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas vang sclanjutnva disebut BEM-1I adalah
lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat Universitas.

Unit Kegiatan Mahasiswa vang selanjutnya disebut UKM adalah bidang organisas
mahasiswa berdasarkan minat, kerohanian, bakat, kegemaran mahasiswa, keahlian,
kemampuan, dan/atau suatu ikatan program atau kegiatan yang bergerak hanya
bidang tertentu dan hanyva berada ditingkat Universitas.

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang sclamjutnya disebut DPMF adalah
lembaga lemslatif mahasiswa ditingkat Fakultas,

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakulias vang selamjutnyva disebut BEMF adalah
lembaga eksekutif mahasiswa ditingkat Fakultas,

Himpunan Mahasiswa Program Studi vang sefamjuinya disebut HIMAPRODI
adalah lembaga kemahasiswaan ditingkat Program Studi vang bergerak dibidang
keilmuan tertentu.

Komisi Pemilihan Umum Raya Keluargn Besar Mahasiswa Universitas Islam
Madura yang selanjutnya disebut KPUM KBM UIM merupakan lembaga ditingkat
universitas yang bersifat mandin dan independen vang bertugas untuk
menyelerggarakan Pemilu Raya KBM UIM.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Raya adalah Lembaga Pengawas vang bertugas
mengawasi pelaksanaan Pemilu Raya KBM UTM.

Mahkamah Mahasiswa adalah lembaga khusus yang menangani penyelesaian
Pemilu Raya KBM LM

Pemilih adalah mahasiswa yang berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan
Timggi (PDDikti) di Universitas [slam Madura,

Peserta Pemilu Rava adalah mahasiswa yang telah memenubi persvaratan sebagai
peserta pemalu,

Kampanyve Pemilu Raya adalah kegiatan peserta Pemilu Rava untuk
mensosialisasikan visi musi dan program kerja

Tempat Pemungutan Suara vang sclamutnya disebut TPS adalah tempat untuk
membenkan suara pada han pemungutan suara,
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Pasal 2
Asas

Pemilu raya dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil.

Pasal 3

Pemilu raya dilaksanakan setiap satu tahun sckali secara serentak dalam | (satu) han di
lingkungan kampus UIM dengan tidak mengganggu proses belajar mengagar

Pasal 4

Pemilu raya dilaksanakan untuk memulih:

Lo ol e

Anggota DPM-LU,

Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM Universitas,
Anggota DPM-F,

Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas,
Ketua HIMAPRODI.

BABII
SYARAT PENCALONAN DAN PENDAFTARAN PESERTA PEMILU

Pasal §
Pencalonan Peserta Pemilu

1. Syarat pencalonan anggota DPM-17 adalah:

a
b.

A oan

i

k.

Mengisi formulir pendaftaran vang disediakan oleh KPUM UIM,

Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikt) dan‘atau Surat Keterangan Akuf
Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK.

Mendapat rekomendasi dari Dekan Fakultas,

Minimal semester IV,

Melampirkan FC Sertifikat PKKMB vang dilegalisir oleh BAAK UIM,

Tekms dan mukamsme pemilihan ketua DPM-U diatur dan dilaksanakan pada
Sidang Pleno Anggota DPM-L'

Setiap anggota DPM-U mewakili S0 mahasiswa di masing-masing fakultas.

Bag fakultas yang mahasiswanya kurang dan 50 mendapat | kursi

Bagi fakultas yang mahasiswanya lebih dan 50 mendapat | kursi, apabila lehihnva
50% dari 50 mahasiswa mendapat 2 kursi, beserta kelipatannya

Apabila salah satu Fakultas tidak memiliki anggota DPM-U, maka Ketua DPM-U
dapat menvampaikan sural permohonan Rekomendas: nama mahasiswa kepada
dekan untuk menjach anggota DPM-1,

Melampirkan sural mandat saks peserta pemilu rava KBM UTM,

. Menandatangani pakia integritas yang dikeluarkan oleh LUTM.

m. Syarat-syarat lebih lanjut dapai ditentukan oleh KPUM LM

2. Syaral Pencalonan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM UM
adalah:

i

Mengisi formulir pendaftaran vang disediakan oleh KPUM UIM,
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c.
d.
e,
i

E
h.
i

Terdaftar sebagal mahasiswa aktif dibuktkan cetak biodata mahasiswa di
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDIDikiti) dan‘atau Surat Keterangan Akuf
Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK

Melampirkan visi dan misi calon.

Mendapat rekomendasi dari Dekan Fakultas,

Minimal semester IV

Melampirkan FC Sertifikat PKKMB yang dilegalisir oleh BAAK LM
Melampirkan surat mandat saksi pesenta pemilu rava KBM ULM.

hMenandatangani pakta integnitas yang dikeluarkan oleh UIM.

Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh KPUM UTM

3 Syaral pencalonan anggota DPME adalah:

a
b.

e n

I
k.
|

Mengisi formulir pendaftaran vang disediakan oleh KPUM UIM.

Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan‘atau Sural Keterangan Akuf
Kuliah vang dikeluarkan oleh BAAK.

Mimimal semester [1

Melampirkan FC Sertifikat PKEMB yang dilegahsir oleh BAAK UIM.

Tekmis dan mikamsme pemilihan ketua DPMF UIM diatur dan dilaksanakan pada
Sidang Pleno Anggota DPMF LM

Sctiap anggota DPMF mewakili 25 (dua puluh lima) mahasiswa di masing-masing
program studi.

Bagi program studi yang jumiah mahasiswanva kurang dan 25 (dua pulub lima)
akan langsung mendapatkan | {satu) kursi.

Bagi program studi yvang jumlah mahasiswanya lebih dan 25 (dua puluh lima)
mendapat | kursi. apabila lebah dan 50% (dan 25 mahasiswa) maka mendapat 2
kursi, dan berlaku kelipatannya,

Apabila salah sam program studi tidak memiliki anggota DPMF, maka Ketua
DPMF dapat menyvampaikan surat permohonan Rekomendasi nama mahasiswa
kepada ketua program studi untuk menjadi anggota DPMF.

Melampirkan surat mandat saksi peserta pemilu raya KBM UIM.

Menandatangam pakta integntas vang dikeluarkan oleh UM,

Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh KPUM LM,

4, Syorat pencalonan Gubemur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa BEMF
adalah;

i

b.

FRE A an

Mengisi formulir pendaftaran vang disediakan oleh KPLUM UIM.

Terdaftar scbagai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biedata mahasiswa di
Pangkalan Data Pendidikan Tingg (PDInkt) dan‘atau Surat Keterangan Aktif
Kuliah vang dikeluarkan oleh BAAK.

Melampirkan visi dan misi calon.

Minimal semester I'Y.

Melampirkan FC Sertifikat PRKMB yang dilegahsir oleh BAAK UM
Melampirkan surat mandat saks: peserta pemilu raya KEM UM

Menandatangan pakia integntas yvang dikeluarkan oleh UM

Syarat-syarai lebih lanjut dapat diteniukan oleh KFUM UIM
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5. Syarat pencalonan Ketua HIMAPROD] adalah:

i.

b

R W

bl o

Mengisi formulir pendafiaran yang disediakan oleh KPUM UIM,

Terdaftar sebagai mahasiswa aktf dibuktikan cetak biodsta mahasiswa di
Pangkalan Data Pendidikan Tinggm (PDDikn) dan‘atau Surat Keterangan Aknf
Kuligh yang dikeluarkan oleh BAAK.

Melampirkan visi dan misi calon.

minimal semester 11.

Melampirkan FC Sertifikat PKEKMB yang dilegalisir oleh BAAK UIM,
Melampirkan surat mandat saksi peserta pemilu rava KBM UIM.

Menandatangani pakta integritas yang dikeluarkan oleh UIM.

Syarat-syarat lebih lanjut dapat ditentukan oleh K PUM UM

Pasal 6
Pendaftaran Calon Peserta Pemilu

. Jadwal pendaftaran calon peserta Permilu Raya KBM UIM ditetapkan oleh KPLUM

UTh.

Calon peserta Pemilu Raya KBM UIM mendaftarkan din kepada KPUM UIM.
Penetapan nomor uret calon peserta Pemilu Raya KBM UIM dilakukan melalus
undian oleh KPUM UIM dan dikadin oleh seluruh calon peserta Pemilu Raya
KBM UM

BARE I
PEMILIH

Paszal 7

Pemilih adalah mahasiswa vang berstatus akuf pada Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi (PDDikti) di Universitas [slam Madura.

Mahasiswa vang dimaksud pada ayat | harus terdaftar di PDDiku yang dikeluarkan
oleh BAAK UIM, vang selanjutnya menjadi rujukan Daftar Pemilih Sementara dan
Daftar Pemilih Tetap oleh KPUM UM,

BAR IV
PENYELENGGARA PEMILU RAYA

Pasal §
Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa

Penyelenggara Pemilihan Umum Raya KBM UIM adalah Komisi Pemilihan
Umum Mahasiswa yang selamutnya disebut KPUM.

KPUM UIM dibentuk oleh Presiden Mahasiswa melalm Open Recruiiment dengan
membentuk tim seleksi vang bersifat mandin.

Jika dalam keadaan emergemcy, maka KPUM UM dapat dibentuk oleh pimpinan
UIM dengan membentuk tim seleksi Penyelenggara Pemilu Raya UIM.

Seleksi dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap yakm: Admimistrasi, tes tulis dan
W awancara

KPUM terdin dari KPUM tingkat Universitas dan fakultas.

KPUM UIM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu Rava UIM kepada
Presiden Mahasiswa dan Pimpinan UIM.
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T
8.

Setiap anggota KPUM UIM memiliki hak bicara dan hak suara,

Masa Khidmat keanggotaan KPUM UIM berakhir maksimal 3 (tiga) bulan setelah
penyelenggaraan Pemilu Rayva UIM dan dapat diperpanjang apabila dibutubkan
oleh KBM LIIM

Pasal 9

1. Struktur KPUM UIM tingkat Universitas:

i.

Jumlah anggota KPUM tingkat Universitas terdin dan 3 (uga) orang berdasarkan
hasil seleksi oleh tim seleksi KPUM ditambah 1 (satu) orang angpota KPUM yang
berasal dan masing-masing KPUM tingkat Fakultas.

Keanggotaan KPUM tingkat Universitas minimal terdin dan ketua merangkap
anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggola, dan para
anggola.

Ketua, Sekretaris dan bendahara KPUM tingkat Universitas dipilih dan dan oleh
anggota melalut Sidang Pleno anggota KPUM tingkat Universitas.

Apabila jumlah anggota KPUM tingkat Universitas tidak terpenubi, maka pimpinan
Universitas dapat menunjuk mahasiswa untuk melengkapi kekurangan jumlah
anggota KPUM tingkat Universitas,

2, Struktur KPUM UIM tingkat Fakultas

a,

b.

Jumlah anggota KPUM tingkat Fakultas terdin 5 {(lima} orang berdasarkan hasil
seleks: masing-masing fakultas.

Keanggotaan KPUM tingkal fakultas minimal terdin dan ketua merangkap
anggota, sckretaris merangkap anggota, bendahara merangkap angpeta, dan pam
angeola.

Ketua, Sekretaris dan bendahara KPUM tngkat Fakultas dipilih dan dan oleh
anggota melalu Sidang Pleno anggota KPUM tingkat Fakultas.

Apabila jumlah angpota KPUM tingkat fakultas tidak terpenuhi, maka pimpinan
fakultas dapat menunjuk mahasiswa untuk melengkam kekurangan jumlah anggota
EPUM tingkat fakultas.

Pasal 10

Swvarat urntuk menjadi anggota KPLUM UM

1.

U da b

Terdaftar sebapgai mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa &
Pangkalan Data Pendidikan Tingg (PDDikn) dan/staun Sursd kKeterangan Akof
Kuliah vang dikeluarkan oleh BAAK.

Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota pada partal politik.

Memilika integritas yvang kuat, lovalitas, jujur, dan adil;

Memiliki komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu rava KBM LITM;
Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistern dan proses pelaksanaan
Pemilu raya KBM UIM,

Tidak sedang menduduks jabatan pengurus harian orgamisasi kemahasiswaan di
lingkungan KBM LIM.

Mimimal semester Tl untuk program Diploma dan mummal semester V' untuk
program Sarjana

Memiliki surat rekomendasi dan Dekan Fakultas,

Lulus seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara.
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Pasal 11

Tugas dan Kewajiban KPUM UIM:

1

[P ]

O e

Menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilu Rava KBM UIM,

Menctapkan jadwal, waktu pendaftaran peserta Pemilu Raya KBM LIM,
Menetapkan tata cara dan melaksanakan verifikasi keabsahan syarat-svaral peseria
Pemilu Raya KBM UIM,

Menetapkan hasil venifikas: peserta Pemilu Raya KBM UIM,

Menetapkan nomor urut peserta Pemilu Raya KBM LIIM,

Menentukan tempat pemungutan suar,

Menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan kampanye,

Menetapkan dan mengumumbkan hasil-hasil Pemilu L'IM,

Melaporkan penyelenggaraan Pemilu Raya KBM UTM kepada Presiden Mahasiswa
UIM dan pimpinan LITM.

Pasal 12
Anggota KPUM UIM berhenti antar waktu karens:
Meninggal dunia
Mengundurkan din
Melangpar sumpah atau janji

i ol L B

I

Melanggar kode etk
Tidak lagi memenuhi syarat sehagaimana dimaksud pasal 10

BAB YV
PENGAWAS PEMILU RAY A
Pasal 13

Pengawas Pemilihan Umum Raya KBM UIM adalah Pamitia Pengawas yang
selanjutnya disebut Panwaslu Raya

Panwaslu Raya dibentuk olch Presiden Mahasiswa melalu Cpen Recruftment
dengan membentuk tim seleksi vang bersifat mandiri.

Jika dalam keadaan emergency, maka Panwaslu Raya UIM dibentuk oleh pimpinan
UIM dengan membentuk tim seleksi penyelenggara Penulu Raya LITM

4. Paswaslu Raya terdiri dari Panwasiu Raya tingkat Universitas dan tingkat Fakulas.

5. Seleksi dilaksanakan dengan tiga tabhap vakni: Admimstrasi, tes whis dan
Wawancara.

6. Panwaslu Raya bertanggung jawab melakukan pengawasan, Pencegahan
Pelanggaran dan Penindakan Sengketa Pemilu Raya UM

7. Setiap angegota Panwaslu Raya UIM memiliki hak bicara dan hak suara

#. Masa Khidmat keanggotaan Panwaslu Rava UTM berakhir maksimal 3 (tiga) bulan
setelah penyelenggaraan Pemilu Raya UIM dan dapat diperpamjang apabila
dibutuhkan oleh KEM LITM.

Pasal 14
Struktur Panwasiu Raya UTM:

2

Jumlah anggots Panwaslu Rava UM bngkat Universiias dan tngkat Fakultas
terdin dari seorang ketua dan dua orang anggota.
Ketusa Panwaslu Raya dipilih dan dan oleh anggota melalu Sidang Pleno anggota
Panswaslu Raya UIM sesuai dengan nngkatannya masing-masing.
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-
a,

4,

Apabila jumlah pendaftar kursng dan atau sama dengan 3 orang, maka pendaftar
terscbut langsung ditetapkan sebagai anggota Panwasiu Raya.
Apabila teradi kekurangan anggota Panwaslu Raya maka penambahan jumlah
anggota melalui penunjukan dan pimpinan sesus1 dengan tingkatannya masing-
masing.

Pasal 15

Syarat untuk menjadi anggota Panwaslu Raya UIM:

ol 8 o

= =]

Terdaftar schagal mahasiswa aktif dibuktikan cetak biodata mahasiswa di
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan/atau Sural Keterangan Akl
Kuliah yang dikeluarkan oleh BAAK

Tidak sedang menjadi pengurus dan anggota pada partai politik,

Memiliki integritas vang kuat, lovalitas, jujur, dan adil,

Memiliki komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu rava KEM UM
Memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem dan proses pengawasan
Pemilu raya KBM UIM;

Tidak sedang menduduka jabatan pengurus hanan organisasi kemahasiswaan di
lingkungan KBM UIM.

Mimmal semester 11 untuk program Diploma dan Minimal semester [V untuk
program Sanang.

Memiliki surat rekomendasi dan Dekan Fakultas

Lulus Seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara.

Pasal 16

Berdasarkan tingkatannya, tugas dan Kewajiban Panwaslu Bava UlM:

da Lo 1 =

Mengawasi tahapan Pemilu Rava KBM UM,

Mencegah terjadinya pelanggeran Pemilu Rava KBM UIM,

Menvelesmkan pelanggaran dan sengketa Pemilu Rayva KBM UTM

Melaporkan scluruh kegiatan Panwasiu Raya UIM kepada Presiden Mahasiswa
UIM dan pimpinan Universitas,

Pasal 17

Anggota Pawaslu Raya UIM berhent antar wakiu karena:

R

Meninggal dunia

Mengundurkan diri

Melanggar sumpah atau janji

Melanggar kode etik

Tidak lagi memenuhi syaral sehbagaimana dimaksud pasal 13

BAB VI
MAHKAMAH MAHASISWA

Pasal 18

Mahkamah mahasiswa adalah lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan
permasalahan Pemilu Rava.
Struktur mahkamah mahasiswa diketuar oleh kepala BAAK dan dibantu oleh dua
orang anggota

Page | B



Tugas mahkamah mahasiswa adalah menyelesaikan terjadinya deadlock pada
Pemilu Raya UTM.

Pasal 19
Kenangan

Keuangan Pemilu Rayva UIM bersumber dan Universitas [slam Madura dan sumber
lain yang halal dan tidak mengikat.

Penyelenggara Pemilu Raya UIM wapb melaporkan kewangan Pemilu Raya KBM
UIM kepada Pimpinan LITM

BAE VI
KAMPANYE

Pusal 20

Dalam penyelenggaraan Pemilu Raya KBM UIM, dapat diadakan kampanye
Pemilu Rava KBM UIM vang dilakukan oleh peserta Pemilu Rava KBM UIM,
Dalam kampanve Pemilu Raya KBM UIM, mahasiswa mempunyai kebebasan
untuk menghadin kampanyve Pemilu Raya KBM UIM,

Materi kampanye berist visi, misi, dan program peserta Pemilu Rava KBM LITM,
Penvampaian materi kampanye Pemile Raya UIM dilakukan dengan cara sopan,
tertib, dan bersifal edukatif,

Pedoman dan jadwal pelaksansan kampanye ditetapkan oleh KPUM UIM,
Kampanye Pemilu UIM dilaksanakan maksimal selama 4 han dan berakhir 2 han
sehelum pelaksanaan Pemilu Raya UIM

Pasal 21

Bentuk kampanye Pemilu Raya KBM UIM:

b o e

bt

Dalogis dan debat publik,

Pemasangan alat peraga oleh KPUM UIM,

Bentuk lainnya vang tidak melanggar norma, kode enk kampus dan pondok
pesaniren, peraturan rektor dan peraturan lainnya.

BAB VI
PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILU RAYA

Pasal 22
Pemungutan Suara

Pemungutan suara untuk angeots DPM-1, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden
Mahasiswa BEM-U, anggota DPMF, Gubernur Mahasiswa dan wakil Gubernur
Mahasiswa BEM Fakultas, dan ketua HIMAPRODI dilakukan secara serentak
selama 1 (satu) han.

Han, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Raya KBM UIM ditetapkan
oleh KPLUM LITM.
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Pasal 23

Surat suara:

1. Surat suara digunakan sebagai sarana untuk memberikan suara dalam Pemilu Raya
KBM UM,

2. Surat suara Pemilu Raya KBM UM memuat nomor, foto dan nama peserta Pemilu
Raya KBM UM

3 Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara ditentukan oleh KPUM UIM.

Paszal 24

Mekamisme pemungutan suara:

1. Pembenan suara dilakukan di TPS pada han pemungutan suar,

2. Pemberian suara Pemilu Raya KBM UIM dilakukan dengan mencoblos salah satu
peserta Pemilu Raye KBM UIM.

3. Pemilih vang mempunyai keterbatasan fisik saat memberikan suaranva di TPS
dapat dibantu oleh KPUM UIM atau orang lain atas permintaan pemilih.

4. Disekitar TPS dipasang contoh surat suara, alur pemmlihan, foto, visi dan misi
peserta Pemilu Raya KBM UM

5. Tata cara pembenan dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPUM UM,

Pasal 25

Eetentuan TPS:

it

1. TPS berada di lingkungan UIM yang mudah dyangkau serfa menjamin setiap
pemilih dapat membenkan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia

2. Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilu Raya KBM UIM disediakan
kotak surat suara yang digunakan oleh pemilih

3. Jumlah, lokasi, bahan, bentuk, dan kotak surat suara ditetapkan oleh KPUM UM,

Pasal 26

. Surat suara sah apabila:

a. Ditandatangani dan distempel oleh KPUM UTM,

b. Dicoblos pada salah satu kolom pesena pemilu raya KBM UM vang disediakan,
Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebapaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh KPUM UIM.

Pasal 27
Penghitungan Suara

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS oleh KPUM UIM setelah
pemungutan suara berakhir.

Penghitungan suara dihadin oleh saksi, Panwaslu Raya dan/atau peserta Pemilu Raya
KBM LM

Ketentuan mengenal penghitungan suara lebih lanjut diatur oleh KPUM UM

Pasal 28
Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Rava

Penetapan hasil Pemilu Raya KBM UIM dilakukan oleh KPUM UTM.

2. Pcnetapan hasil penghitungan svara dilakukan di tempat dan dalam keadaan vang

memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan penetapan hasil penghitungan
SLara.
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Penetapan hasil penghitungan suara, dthadin oleh saksi, Panwaslu Raya dan/atau
peserta Pemilu Rava KBM UTM,

Penctapan hasil Pemilu Rava KBM UTM dilakukan setelah selesai penghitungan suara.
Pengumuman hasil penghitungan suara dilaksanakan paling lambat | hari setelah hasil
penghitungan suara ditetaphan

Pasal 29
Penctapan Perolchan Suara dan Peserta Terpilih

Penentuan perolehan suara diperoleh dari suara terbanyak yang sah.

Peserta Pemilu Raya KBM UM vang mendapatkan suara terbanvak vang sah
ditetapkan sebagai peserta terpilih.

Dalam  hal terjadi kesamaan perolehan suara  terbanyak, maka KPUM UM
melaksanakan pemungutan suars ulang hanyva terhadap calon yang mendapatkan
perolehan suara yang sama tersebut.

Peserta terpilih ditetapkan oleh KPUM UIM dengan membuat berita acara dan Surai
Keputusan oleh KPUM ULM tentang penetapan hasil pemilu

Pasal 30
Pelantikan

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji bagi peserta terpilih dilaksanakan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) han setelah penetapan hasil Pemilu Raya.

[

1. Anggota DPM-U, Presiden Mahasiswa, Wakil Presidem Mahasiswa beserta
kabinetnya dan UKM dilantik oleh Pimpinan Universitas.,

2, Anggota DPMF, Gubernur mahasiswa, Wakil Gubernur Mahasiswa beserta
Jajarannya dan Ketwa HIMAPROD! beserta jajarannya dilantik oleh Dekan
Fakultas.

BAB IX
DARURAT

Pasal 31

. Apabila pemungutan suara dan‘atau penghitungan suara terjadi kondisi vang tidak

meémungkinkan untuk dilanjutkan, maka diberhentikan.
KEPUM UIM hanya akan memutuskan dan menetapkan hasil dan sebelum kondisi vang
dimaksudkan dalam avat (1)

BARX
PELANGGARAN DAN SANKS]

Pasal 32

Dalam Pemilu Raya KBM UIM dilarang:

1. Menghina seseorang, agama, kelompok, golongan, dan atau peserta Pemilu UM
vang lam,

2, Menghasut dan mengadu domba antar persegrangan maupun antar kelompok
mahasiswa,

3, Mengganggu ketertiban umum,
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4. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunasn kekerasan
kepada seseorang, sekelompok anggota mahasiswa atau peserta Perulu UTM yang
lain,

5. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu Raya KBM
UIM wvang lain,

6. Menjanjikan dan/atau memben wang atau setara dengan vang, serta imbalan lannya

untuk mempengaruhi pemilih,
7. Melakukan black campaign kepada peserta Pemnilu Raya KBM UIM yang lain.

Pasal 33

l. Peserta Pemilu Raya KBM UIM yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 32 dikenakan sankss,

2. Tatma cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan oleh
Panwaslu Rayva LITM

BAB XI
SENGRETA PEMILLU

Pasal 34

. Peserta Permilu Raya KBM UIM dapat mengajukan keberatan terhadap hasil
penghitungan suara jika terdapat pelanggaran.

2, Keberatan terhadap hasil penghitungan suara diajukan kepada Panwaslu Raya UIM
paling lambat 2 x 24 jam sejak penetapan oleh KPUM LM,

3. Pengajuan keberatan terhadap hasil penghitungan suara setelah 2 x 24 jam tidak
diterima oleh Panwaslu Raya UIM

4, Penetapan ulang hasil Pemilu Rayva KBM UIM dilakukan apabila terjadi sengkela dan
merubah hasil penetapan sebelummnya

5. Penetapan ulang hasil Pemilu Raya KBM UIM dilaksanakan selambat-lambatnva 2 x

24 jam setelah sengketa diputuskan,
. Sengketa pemilu raya dimediasi oleh Panwaslo Raya UM

o

Pasal 35

Gugatan pelanggaran Pemilu Raya KBM UIM kepada Panwaslu Raya hanya dapat
diajukan oleh:
1. Saksi Peserta Pemilu Raya KEM UIM,
2. Peserta Pemilu Raya UIM.
Pasal 36

1. Gugatan scbagaimana dimaksud pada pasal 35 disampaikan kepada Panwaslu Raya
UTM selambat-lambatnya 2 hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu UTM,

Tata cara pelaporan dan penyelesaian gugatan lebih lamjut diatur oleh Panwaslu Raya
UM

I3
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Pasal 37

Panwaslu Raya UIM mengkaji sctiap gugatan pelanggaran yang diterima

Panwaslu Rava UIM memutuskan layak stau tidak fayak untuk ditindaklajuti gugatan
schagaimana dimaksud pada ayat | paling lambat 2 (dua) hari sctclah laporan diterima.
Apabila Panwasiu Raya UIM memerlukan keterangan tambahan dan pelapor untuk
melengkapi laporannya, putusan schagamimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan
selambat-lambatnya 2 han setelah laporan.

Pasal 38
Deadlock

. Jika terjadi deadlock maka penyelesaian Pemilu Raya UIM dilaksanakan oleh

Mahkamah mahasiswa.

. Penyelesaian pemilu raya UTM sebagaimana diatur dalam ayat | difakukan paling

lambat 15 (lima belas) han dari terjadinya deadiock.

BAB X1
RETENTUAN PERALTHAN DAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan Rektor tentang Pemilu
Raya UIM sebelumnya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Hal-hal vang belum diatur dalam peraturan int akan diatur kemudian dengan peraturan
tersendin selama tidak bertentangan dengan peraturan vang berlaku
Peraturan Rektor ini berlaku sejak wngeal ditetapkan

D:tel,nplmn di : Pamekasan
: 31 Juli 2023
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